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	ABSTRAK

	Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum pidana nasional yang menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan tersebut bertujuan pengaturan pemidanaan dalam KUHP Baru sebagai sarana pencegahan tindak pidana serta implikasi penerapannya terhadap efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru menegaskan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, dan perlindungan masyarakat. Pengaturan mengenai pidana non-pemenjaraan, individualisasi pemidanaan, restorative justice, serta pedoman pemidanaan memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya sarana pendukung pidana alternatif, serta potensi perbedaan penafsiran terhadap norma-norma baru. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan KUHP Baru memerlukan penguatan kapasitas aparat, penyempurnaan kebijakan teknis, dan peningkatan koordinasi antarlembaga guna mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
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1. Pendahuluan
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan bentuk pembaruan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional. Selama lebih dari seratus tahun, Indonesia masih memberlakukan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) yang tidak sepenuhnya mencerminkan karakter, nilai, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kehadiran KUHP Baru mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan dekolonisasi hukum melalui pembentukan sistem hukum pidana yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, mengedepankan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia, serta berorientasi pada tercapainya keadilan sosial
Menurut Barda Nawawi Arief[footnoteRef:1], Paradigma pembaruan hukum pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen represif melalui pemidanaan, melainkan juga sebagai sarana preventif dan edukatif yang berorientasi pada pencegahan kejahatan serta pembinaan pelaku. [1:  Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022. hlm. 45] 

Arah pembaruan tersebut memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045, yang kemudian dioperasionalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu agenda strategis dalam RPJMN adalah transformasi sektor hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta perkembangan kejahatan modern.
Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan. Pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai mekanisme pembalasan semata, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pembinaan yang mendukung fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial (social engineering).
Orientasi tersebut selaras dengan konsideran RKUHP yang menegaskan perlunya penyesuaian hukum pidana nasional terhadap politik hukum nasional, kondisi aktual masyarakat, serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembentukan hukum pidana nasional merupakan bagian dari reformasi hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Secara internasional, urgensi pembaruan hukum pidana juga didukung oleh rekomendasi Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Kongres tersebut menegaskan bahwa banyak sistem hukum pidana yang diwarisi dari masa kolonial telah menjadi usang (obsolete), tidak adil (unjust), tidak lagi sesuai dengan realitas sosial (outmoded and unreal), serta tidak berakar pada nilai-nilai budaya maupun aspirasi masyarakat, sehingga memerlukan pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer.[footnoteRef:2] [2:  Barda, Nawawi Arief... Ibid hlm. 29] 

Sebagai salah satu instrumen pokok dalam sistem hukum pidana, pemidanaan memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam perspektif negara hukum modern, pemidanaan tidak lagi dipandang semata sebagai mekanisme pembalasan (retributive justice), tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan preventif melalui pencegahan tindak pidana dan pembinaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan perlu dirumuskan secara proporsional dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.[footnoteRef:3] [3:  Ramadhan, M., dan D. O. Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 1 (2023): 1–6] 

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang terus berlangsung menuntut adanya reformasi dalam hukum pidana nasional. KUHP lama sebagai produk hukum peninggalan kolonial dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar tersebut, dibentuklah KUHP Baru sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum modern, terutama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana..[footnoteRef:4] [4:  Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru . Journal Evidence Of Law, 4(3), 1641–1653. ] 

Salah satu karakteristik utama KUHP Baru adalah perubahan orientasi kebijakan pemidanaan menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Paradigma pemidanaan tidak lagi didasarkan semata-mata pada prinsip pembalasan (retributive justice), melainkan juga mengintegrasikan fungsi preventif dan korektif dalam sistem pemidanaan. Dengan orientasi tersebut, pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya maupun terulangnya tindak pidana, mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, serta memulihkan keseimbangan dan ketertiban masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana..[footnoteRef:5] [5:  Netty Mewahaty Simbolon, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia," Pagaruyuang Law Journal 10, no. 1 (2026). 270] 

Salah satu tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana melalui terciptanya efek jera (deterrent effect). Efek tersebut berlaku baik terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus) maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa (pencegahan umum). Untuk mendukung tujuan tersebut, KUHP Baru memperkenalkan variasi jenis dan bentuk pidana yang lebih fleksibel sehingga hakim dapat menentukan sanksi yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan.[footnoteRef:6] [6:  Rafsandi Dimbara, Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, Dan Pedoman Penjatuhan Pidana. (2026). JOURNAL OF HEALTH LAW, 2(1), 27-38] 

KUHP Baru tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan yang utama. Regulasi ini memperkenalkan sekaligus memperkuat alternatif pidana non-pemenjaraan, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda yang diatur secara lebih komprehensif. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara yang dinilai belum mampu secara optimal mencegah pengulangan tindak pidana serta berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan.[footnoteRef:7] [7:  Emilia Ningrum, "Konsistensi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru Menuju Restorative Justice," QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 4, no. 3 (2026)] 

Salah satu prinsip yang diperkuat dalam KUHP Baru adalah individualisasi pidana, yaitu konsep yang menghendaki agar penjatuhan pidana disesuaikan dengan keadaan pribadi pelaku. Faktor-faktor seperti latar belakang, motif melakukan tindak pidana, dan kondisi sosial menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana..[footnoteRef:8] [8:  Andes Robensyah dkk., "Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam," Pagaruyuang Law Journal 9, no. 2 (2026] 

Efektivitas pemidanaan dalam mencegah tindak pidana sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan profesional. Keberadaan aturan hukum yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang mampu menerapkannya secara tepat dan berintegritas. Oleh sebab itu, pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru mensyaratkan adanya pembaruan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi penegakan hukum..[footnoteRef:9] [9:  Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip, "Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 7 (2025), 1-20] 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang mendukung keberhasilan pemidanaan dalam mencegah tindak pidana. KUHP Baru memberikan peluang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara tertentu sebagai bentuk penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif sekaligus menjaga keharmonisan sosial dengan mengurangi konflik yang berkepanjangan..[footnoteRef:10] [10:  M. Ilham Wira Pratama dkk., "Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum," SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 21, no. 2 (2026).315 - 328] 

Meskipun KUHP Baru dirancang sebagai instrumen reformasi hukum pidana yang berorientasi pada sistem pemidanaan yang lebih modern, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama terletak pada belum optimalnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap paradigma pemidanaan yang mengedepankan fungsi preventif di samping fungsi represif. Selain itu, keterbatasan sosialisasi, kesiapan kelembagaan, serta infrastruktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pemidanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan KUHP Baru tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukumnya, tetapi juga pada kesiapan sistem penegakan hukum dan dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan secara konsisten..[footnoteRef:11] [11:  Netty Mewahaty Simbolon, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional," Pagaruyuang Law Journal 10, no. 1 (2026)] 

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kajian terhadap pengaturan dan implikasi pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi relevan dan memiliki signifikansi akademik maupun praktis. Analisis tersebut diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan pemidanaan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana, sekaligus mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut mampu mengimplementasikan tujuan hukum pidana nasional yang berlandaskan perlindungan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum pidana sekaligus menjadi masukan dalam optimalisasi implementasi KUHP Baru di Indonesia..[footnoteRef:12] [12:  M. Rico Ardiansyah dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru," Journal Evidence of Law 4, no. 3 (2025)] 
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2.  Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara ilmiah. Dalam perspektif metodologis, metode penelitian tidak hanya dipahami sebagai "jalan" untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai pola berpikir yang mendasari proses penelitian dan penilaian, teknik yang lazim digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta prosedur sistematis yang mengarahkan setiap tahapan pelaksanaan penelitian agar menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[footnoteRef:13] Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan mengenai hukum yang memiliki tingkat kebenaran serta validitas ilmiah. Pengetahuan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis, menjawab, dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum secara objektif, rasional, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.[footnoteRef:14] [13:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum edisi Revisi, UI-Press, Jakarta, 2016, hlm. 5]  [14:  M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21] 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap teori, konsep, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji sistematika hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum, serta menemukan konsep dan dasar hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu penelitian.[footnoteRef:15] [15:  BambangSunggono,MetodologiPenelitianHukum,RajaGrafindoPersada,Jakarta, 2016 hlm.93.] 


3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Pengaturan Pemidanaan Dalam KUHP Baru Yang  Dirumuskan Sebagai Sarana Pencegahan Tindak Pidana
	Salah satu pembaruan yang paling fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah perubahan paradigma pemidanaan. Orientasi pemidanaan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan kini bergeser menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan serta kemanfaatan. Perubahan tersebut tidak hanya tercermin dalam penyusunan norma hukum, tetapi juga menunjukkan transformasi konseptual dan filosofis mengenai makna, tujuan, serta fungsi pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia..[footnoteRef:16]  [16:  Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti, “Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi,”Recidive 13,no.1(2024):155–65.] 

	Paradigma retributif yang menjadi fondasi KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) menempatkan pemidanaan sebagai konsekuensi normatif atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam paradigma ini, fokus utama pemidanaan diarahkan pada perbuatan yang telah terjadi (backward looking), sehingga pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan yang proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku. Orientasi tersebut menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman dengan tujuan utama menegakkan keadilan formal serta menciptakan efek jera melalui penderitaan yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum.
Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan (forward looking). Ketentuan Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana, merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan penyesalan dan tanggung jawab pada diri terpidana. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan adopsi nilai-nilai keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial dan tatanan moral masyarakat, bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum negara.
Perubahan orientasi tersebut juga sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern. Kritik terhadap pendekatan rehabilitatif yang mengemuka pada dekade 1970-an menyoroti rendahnya efektivitas rehabilitasi serta potensi ketidakpastian dalam penjatuhan pidana akibat luasnya diskresi hakim. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Sue Titus Reid mengembangkan justice model sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dengan tujuan pencegahan (prevention) dan pembalasan (retribution). Dalam konsep just deserts, pidana ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga mampu mewujudkan keadilan yang proporsional sekaligus memberikan efek pencegahan, baik terhadap pelaku (special prevention) maupun terhadap masyarakat secara umum (general prevention). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan modern tidak lagi mempertentangkan tujuan retribusi dan pencegahan, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam kerangka pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. [footnoteRef:17] [17:  Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.] 

	Pendekatan just deserts berpijak pada prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa setiap pelaku tindak pidana harus menerima pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut, pelaku yang melakukan tindak pidana dengan karakteristik yang serupa semestinya dijatuhi pidana yang setara, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi patut menerima pidana yang lebih berat. 
Meskipun memberikan landasan yang kuat bagi konsistensi dan kepastian pemidanaan, teori ini tidak luput dari kritik. Pertama, orientasinya yang berfokus pada proporsionalitas antara kejahatan dan pidana cenderung mengabaikan faktor-faktor individual, seperti kondisi pribadi, latar belakang sosial, serta dampak pemidanaan terhadap pelaku dan keluarganya, sehingga berpotensi mengurangi terwujudnya keadilan substantif. Kedua, walaupun teori ini mempertimbangkan klasifikasi tindak pidana dan riwayat kriminal sebagai dasar penjatuhan pidana, penerapannya dapat memengaruhi persepsi psikologis hakim, penuntut umum, maupun pelaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam proses pengambilan keputusan sehingga memengaruhi objektivitas dan proporsionalitas pemidanaan.[footnoteRef:18] Oleh karena itu, tujuan utama sistem pidana bukan memperberat penderitaan pelaku, melainkan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai pemulihan (reparation), bukan sekadar pembalasan (retribution).[footnoteRef:19]  [18:  Apriani,L.R.(2010). Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial,3(1), 1–14.]  [19:  Howard Zehr,“Restorative Justice and the Gandhian Tradition,”International Journal on Responsibility 1, no. 22019),
] 

	Ketentuan Pasal 52 KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan ataupun merendahkan martabat manusia. Rumusan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence), rehabilitasi, resosialisasi, serta reintegrasi sosial terpidana melalui pendekatan yang lebih humanis.
Konsep tersebut memperlihatkan pengaruh aliran neo-klasik dalam pembentukan KUHP Baru. Pengaruh tersebut tercermin dalam penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pengaturan batas minimum dan maksimum pidana, pengakuan terhadap keadaan yang dapat meringankan pidana, serta pemberian ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi objektif maupun karakteristik pribadi pelaku dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, proporsionalitas, dan tujuan pembinaan pelaku tindak pidana.
Sebagai implementasi dari paradigma tersebut, Pasal 65 KUHP Baru mengatur sistem pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Susunan tersebut didasarkan pada tingkat berat ringannya pidana (strafmaat), dengan pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial diposisikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara guna mengurangi dominasi penggunaan pidana pemenjaraan. Di samping itu, Pasal 66 mengatur berbagai pidana tambahan, antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan/atau tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Pengaturan tersebut mencerminkan semakin beragamnya instrumen pemidanaan yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan[footnoteRef:20]  [20:  Mochamad Januar Rizki.(2024). Mengenali Konsep Baru Jenis   Nasional. Hukum online. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/ diakses pada 18 juni 2026 pukul 22.50 WIB] 

	UHP Baru memperkuat penerapan prinsip individualisasi pidana melalui ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan. Dalam ketentuan tersebut, hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan, keadaan objektif tindak pidana, serta kondisi pribadi pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada teori pembalasan (retributive theory), melainkan lebih dekat dengan teori relatif (relative theory) yang diperkaya dengan karakteristik teori integratif (integrative theory). Melalui pendekatan tersebut, tujuan pemidanaan dipahami sebagai kombinasi antara pembalasan yang proporsional, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku, sehingga sistem pemidanaan mampu menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Dalam konteks tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat keseriusan luar biasa, KUHP Baru tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus. Akan tetapi, berbeda dengan paradigma sebelumnya, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai alternatif yang hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ancaman pidana tersebut umumnya dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, terutama untuk tindak pidana yang mengancam kepentingan hukum yang sangat mendasar, seperti tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi dalam keadaan tertentu, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lebih lanjut, Pasal 99 KUHP mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden Republik Indonesia. Eksekusi dilaksanakan di luar ruang publik dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membatasi penggunaan pidana mati sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan due process of law..”[footnoteRef:21]  [21:  Ibid..] 

	Salah satu pembaruan yang paling progresif dalam KUHP Baru adalah diperkenalkannya mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Berbeda dengan sistem sebelumnya, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai sanksi yang bersifat absolut, melainkan diberikan ruang evaluasi melalui masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam periode tersebut, hakim dan negara dapat menilai perkembangan perilaku terpidana berdasarkan indikator seperti penyesalan, kemungkinan rehabilitasi, serta tingkat keterlibatan dalam tindak pidana. Apabila hasil evaluasi menunjukkan perubahan yang positif, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila terpidana tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, pelaksanaan pidana mati dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Model ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan, tanpa mengesampingkan fungsi perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang sangat serius, seperti makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP Baru.
Di samping reformasi terhadap pidana mati, KUHP Baru juga mengembangkan konsep pidana tindakan bagi pelaku yang memiliki kondisi psikologis atau intelektual tertentu. Ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual tidak selalu dijatuhi pidana dalam arti konvensional, melainkan dapat dikenai tindakan yang lebih berorientasi pada perawatan dan rehabilitasi. Bentuk tindakan tersebut meliputi rehabilitasi, penyerahan kepada individu tertentu, penempatan pada lembaga khusus, penyerahan kepada instansi pemerintah, maupun perawatan di rumah sakit jiwa. Penentuan jenis, jangka waktu, lokasi, dan tata cara pelaksanaan tindakan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru mengadopsi model pemidanaan yang bercorak integratif dengan menyeimbangkan aspek perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pembinaan pelaku. Diskresi yang lebih luas diberikan kepada hakim untuk memilih jenis sanksi yang paling tepat dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, prinsip keadilan restoratif, serta kondisi individual pelaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan berbagai faktor, seperti latar belakang sosial dan ekonomi pelaku, dampak pemidanaan terhadap masa depan pelaku, sikap korban atau keluarganya termasuk adanya permintaan maaf, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan transformasi sistem pemidanaan Indonesia menuju model yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat. 
	Pengaturan mengenai pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang relevan di luar unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keleluasaan tersebut dimaksudkan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat maupun terpidana. Sejalan dengan itu, KUHP Baru mengadopsi asas rechterlijk pardon (pemaafan hakim), yaitu kewenangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan meskipun kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam kondisi demikian, pernyataan mengenai pemberian pemaafan tetap harus dimuat dalam putusan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. Kehadiran konsep tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, dengan mempertimbangkan secara seimbang kondisi pelaku, kepentingan korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:22] [22:  Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Gorontalo Law Review, 6(1), 46–61.
] 


B. Implikasi penerapan konsep dalam KUHP baru terhadap efektivitas pencegahan tindak pidana
	Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia sekaligus manifestasi dari proses dekolonialisasi hukum nasional. Reformasi tersebut tidak hanya menggantikan kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda, tetapi juga merekonstruksi orientasi politik hukum nasional menuju sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Dalam perspektif dekolonialisasi, perubahan tersebut mencerminkan pelepasan dari paradigma hukum kolonial yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan menuju paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum. Orientasi tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, KUHP Tahun 2023 menandai transformasi dari konsep rule by law yang bercorak formalistik menuju rule of law yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan moralitas hukum.

Transformasi tersebut juga tercermin dalam pembaruan paradigma pemidanaan yang bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Sistem pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan teori restorative justice serta pemikiran Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan negara, korban, dan pelaku. Pergeseran tersebut menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan mampu mengurangi praktik over-penalization melalui penerapan prinsip keadilan korektif dan keadilan substantif.
Lebih lanjut, reformasi KUHP memperlihatkan internalisasi nilai-nilai humanistik dalam struktur asas hukum pidana nasional. Meskipun asas legalitas tetap dipertahankan sebagai fondasi utama hukum pidana, penerapannya kini diperkaya dengan asas kemanusiaan, proporsionalitas, serta pengakuan terhadap living law sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mempertegas identitas hukum Indonesia yang pluralistik dan berakar pada budaya bangsa. Dari sisi teknik legislasi, KUHP Nasional juga menunjukkan peningkatan kualitas perumusan norma melalui penggunaan bahasa hukum yang sistematis, cermat, efektif, dan memenuhi kaidah kebakuan sintaksis. Karakteristik tersebut mendukung terciptanya norma hukum yang lebih jelas, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pemahaman dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum..[footnoteRef:23] [23:  Marhaendra,R.E.,Putra,T.J.,&Dzaky,M.A.(2025).Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHPBaru dengan KUHP Lama:Dekolonisasi,Demokratisasi,dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. 1(4), 1–9.
] 

	KUHP Baru mengukuhkan prinsip individualisasi pemidanaan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemidanaan nasional yang modern. Prinsip tersebut memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana berdasarkan karakteristik individual pelaku, sehingga pemidanaan tidak lagi bersifat mekanis maupun seragam. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain latar belakang sosial dan ekonomi pelaku, tingkat kesalahan dan kontribusinya dalam tindak pidana, motif yang melatarbelakangi perbuatan, serta prospek rehabilitasi dan reintegrasi sosial di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari orientasi yang semata-mata berfokus pada tindak pidana menuju orientasi yang juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan individual pelaku.
Penerapan prinsip individualisasi tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pemidanaan. Fleksibilitas dalam penjatuhan pidana diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta penghormatan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, ruang diskresi yang semakin luas menuntut adanya integritas, profesionalisme, dan kompetensi hakim yang tinggi, khususnya dalam melakukan asesmen terhadap aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis pelaku. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar diskresi tersebut dapat diterapkan secara objektif, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.
Selain memperkuat individualisasi pemidanaan, KUHP Baru juga mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih beragam melalui perluasan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Di samping pidana penjara, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana denda yang disusun secara lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Diversifikasi jenis pidana tersebut mencerminkan perubahan paradigma dari dominasi pidana pemenjaraan menuju pemanfaatan sanksi alternatif yang lebih efektif dan proporsional. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi berbagai persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan, seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan, tingginya beban pembiayaan negara, serta terbatasnya efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan mencegah terjadinya residivisme..[footnoteRef:24] [24:  Nissa,K.,Fathonah,R.,&Shafira,M.(2025).RekonstruksiKeadilandalamHukumPidana:Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan.JurnalIlmu Sosial &HukumAl-Zayn:JurnalIlmu Sosial &Hukum, 3(4),5085–5092. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087] 

	 Kebijakan diversifikasi pemidanaan dalam KUHP Baru memberikan konsekuensi berupa terbukanya ruang yang lebih luas bagi penerapan sanksi pidana yang bersifat humanis, proporsional, dan kontekstual terhadap karakteristik tindak pidana maupun kondisi individual pelaku. Khususnya dalam penanganan tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan, penggunaan pidana non-pemenjaraan diharapkan mampu meminimalkan dampak stigmatisasi sosial yang selama ini sering melekat pada pidana penjara. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat melalui penjatuhan sanksi yang efektif dan proporsional. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, perlindungan masyarakat, serta peningkatan efisiensi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
Lebih lanjut, KUHP Baru merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dan sistematis dalam norma hukum sebagai pedoman bagi seluruh proses penegakan hukum pidana. Tujuan tersebut meliputi perlindungan masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, pencegahan kejahatan baik dalam dimensi umum maupun khusus, pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, pemulihan hak serta kepentingan korban, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Perumusan tujuan tersebut menunjukkan adanya pembaruan konseptual dalam hukum pidana nasional yang memandang pemidanaan sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kejelasan mengenai tujuan pemidanaan tersebut memiliki implikasi yang penting terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses penjatuhan pidana oleh hakim. Rumusan tujuan yang jelas memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap putusan, sehingga pemidanaan tidak lagi dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau pendekatan konvensional semata, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, kualitas putusan pidana diharapkan semakin konsisten, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
	Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru membawa konsekuensi yang signifikan terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pergeseran orientasi dari dominasi pidana penjara menuju pemanfaatan pidana alternatif diharapkan mampu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi lembaga pemasyarakatan, seperti kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan anggaran, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan. Berkurangnya jumlah narapidana yang menjalani pidana penjara juga memberikan kesempatan bagi lembaga pemasyarakatan untuk memfokuskan pembinaan terhadap warga binaan yang membutuhkan penanganan secara lebih intensif.
Perubahan tersebut menuntut adanya transformasi fungsi lembaga pemasyarakatan, dari institusi yang berorientasi pada pelaksanaan hukuman menjadi lembaga yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka tersebut, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kembali perilaku sosial narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, implementasi paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru dikhawatirkan belum dapat berjalan secara optimal.
Walaupun menawarkan berbagai pembaruan, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi KUHP Baru masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik sistem pemidanaan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pemidanaan baru
Salah satu tantangan fundamental dalam implementasi KUHP Baru terletak pada belum optimalnya internalisasi paradigma pemidanaan baru di kalangan aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun penyidik. Reformasi hukum pidana yang dihadirkan melalui KUHP Baru menuntut perubahan orientasi dari sistem pemidanaan yang bercorak retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran paradigma tersebut menghendaki perubahan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada pola pikir dan budaya hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pola pemidanaan konvensional yang menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama, meskipun KUHP Baru telah memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan berbagai bentuk pidana alternatif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebijakan hukum (law in the books) dengan pelaksanaannya dalam praktik (law in action), sehingga efektivitas pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru belum dapat diwujudkan secara optimal.[footnoteRef:25] [25:  Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama, "Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 6, No. 2, 2023.] 

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pidana alternatif.
	Selain aspek pemahaman aparat penegak hukum, tantangan penting dalam implementasi KUHP Baru terletak pada belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, maupun bentuk pidana non-pemenjaraan lainnya. Pelaksanaan jenis pidana tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, serta koordinasi yang baik antarinstansi agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa kesiapan lembaga pelaksana, termasuk lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan pemerintah daerah, masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun mekanisme operasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat penerapan pidana alternatif secara konsisten sehingga dalam praktiknya aparat penegak hukum masih cenderung menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama karena dinilai lebih mudah untuk dilaksanakan.[footnoteRef:26] [26:  Eva Achjani Zulfa, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 183–186.] 

3. Perbedaan penafsiran dalam penerapan norma-norma baru. 
Salah satu tantangan dalam implementasi KUHP Baru adalah adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap berbagai ketentuan yang bersifat baru dan belum memiliki praktik penerapan yang mapan. Perbedaan interpretasi tersebut dapat muncul di antara aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan di berbagai wilayah, terutama dalam memahami konsep, tujuan, dan mekanisme pemidanaan yang diperkenalkan melalui KUHP Baru. Ketidaksamaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan serta mengurangi tingkat kepastian hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana sekaligus menghambat tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.[footnoteRef:27] [27:  Sulastri Sangadji, Ami Cintia Melinda, Najib Satria, dan Ni Made Regina Febrianti, "Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 4 (2023): 511–530] 

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP Baru tidak cukup hanya bergantung pada pembaruan substansi hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan mekanisme kerja, serta peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkesinambungan menjadi faktor penting agar aparat penegak hukum mampu memahami serta menerapkan paradigma pemidanaan baru secara konsisten. Dengan demikian, pelaksanaan KUHP Baru diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan, berorientasi pada pemulihan, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.[footnoteRef:28] [28:  Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama, "Politik Hukum dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," Jurnal Hukum Staatrechts 6, No. 2 (2023): 125–139.] 

Dari perspektif normatif, KUHP Baru diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum melalui penyusunan norma pidana yang lebih sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kodifikasi tersebut memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana sehingga secara teoritis dapat mengurangi perbedaan interpretasi sekaligus meningkatkan prediktabilitas hukum. Kepastian hukum tersebut merupakan prasyarat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[footnoteRef:29] [29:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 39–54] 

Meskipun demikian, kepastian hukum yang dibangun melalui pembaruan regulasi harus diikuti dengan konsistensi penerapan di tingkat praktik. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, parameter penilaian yang objektif, serta mekanisme pengawasan yang efektif, ruang diskresi yang diberikan kepada hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, implementasi KUHP Baru harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif melalui penguatan kebijakan teknis, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.[footnoteRef:30] [30:  Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan," Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, No. 2 (2019): 105–118] 

Dalam perspektif jangka panjang, KUHP Baru membawa implikasi strategis terhadap arah pembangunan hukum pidana nasional. Reformasi sistem pemidanaan yang diusung tidak hanya mengubah aspek normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma negara dalam memandang fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, KUHP Baru menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan kriminal yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, dan tuntutan keadilan yang berkembang di masyarakat.[footnoteRef:31] [31:  Sulastri Sangadji dkk., "Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 4 (2023): 511–530.] 

Ke depan, sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Orientasi pemidanaan tidak lagi hanya ditujukan untuk menekan angka kriminalitas, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum, memberikan perlindungan terhadap korban, serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara negara, masyarakat, pelaku, dan korban tindak pidana. Dengan demikian, KUHP Baru diharapkan menjadi fondasi utama pembaruan hukum pidana nasional yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.[footnoteRef:32] [32:  Barda Nawawi Arief, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaruan KUHP Nasional," Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51, No. 1 (2022): 1–15.] 

4.  Penutup
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan fundamental terhadap sistem pemidanaan di Indonesia melalui pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Pembaruan tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, KUHP Baru mengintegrasikan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan individualisasi pemidanaan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Lebih lanjut, KUHP Baru menghadirkan diversifikasi jenis pidana melalui penguatan sanksi non-pemenjaraan, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda yang lebih adaptif, serta mengakomodasi pidana tindakan bagi pelaku dengan kondisi tertentu. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada hakim untuk memilih jenis sanksi yang paling tepat berdasarkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana, mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, serta mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia..
B. Penerapan konsep pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas pencegahan tindak pidana, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Secara konseptual, paradigma pemidanaan yang berorientasi ke masa depan (*forward looking*), penerapan prinsip individualisasi pemidanaan, serta pengembangan pidana alternatif di luar pidana penjara berpotensi meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menekan angka residivisme, mengurangi praktik *over-penalization*, serta mendorong terciptanya sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku. Namun demikian, efektivitas konsep pemidanaan dalam KUHP Baru tidak dapat diwujudkan hanya melalui perubahan regulasi semata. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, profesionalisme aparat penegak hukum, serta tersedianya pedoman pelaksanaan yang jelas dan seragam. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, ruang diskresi yang lebih luas dalam penjatuhan pidana berpotensi menimbulkan disparitas putusan, perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, dan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pemidanaan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, implementasi KUHP Baru memerlukan penguatan kapasitas institusi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta harmonisasi kebijakan teknis agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai secara optimal.
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